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Abskak
Kecenderungan lal an hukum leqantung dai perkembangan sislefi poltik. Artinya, sislem
politik yang oloriler.represil akan menciplakan talanan hukum yang represil pula; sistem politik
yang demokratis-partisipalif akan embuahkan t lanan hukum yang olonom ata! rcsponsil
Kecenderungan tat an hukum yang lepresit, olonom, dan responsil inljuga leiadidinegara
negaa developmenlalis sepe.li Indonesia. Sgtelah era rclomrasi negara-bangsa ini mengalami
prcses belajar demoknsi yang disebut sebagai demokalisasi dalam berbagai kghidupan
bernegara"bangsa (Lihat Nurhadiantono, 2003). Perubahan yang memperkuat kemandirian
kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim lerc€bul metupal€n perubahan sl,'uktural, yang
dapat meniadimodal awal dalam pengembangan kullural, yaitu poningkalan karaRer budaya
hukum dalarn lembagapeadrlan ki . KaGna hakim secaB fmgsional merupakan pelaku ula,m
dalam pelaksanaan kekuasaan kehakirnan, dan melalui pengemban0an w wasan dan
pstidikan karakler hakim be aitan dengan makna serla tujuan hukum, yang pada giliannya
akan mewujudkan budaya hukum dengan kualilas yang rn€nEdai. Hakim harus memiliki integitas
dan kepribadian y g tidak lercela, jujur, adil, prolesional, d nb€p€ngalaman dibidang hlkum
(Pasal 32 UU Nomor 4 Tahun 2004). Prclesional dan berpengalaman di bidang hlkum,
merupakan pe6yaralan i telektual y ng harus dipenuhi. Tetapi ada persyaBtan lain yano lebih
mendasar, yaitu inlegilas kepribadian yang linggi atau kejujuran (r:rliqomah), jikasikap, tindakan,
dan aklivilasnya dalam enjalankan tugas dan kehidupan sehan-had dikndasi ebagal ibadah-
Kata kunci: kekuasaan kehakiman, keadilan hukum
I. PENDAHULUAN
Kecenderungan tatanan hukum tergantung dari perkembangan
sis tem pol i t ik .  Ar t inya,  s is tem pol i l ik  yang otor i ter  epres i f  akan
menciptakan tatanan hukum yang represif pula; sistem politik yang
demokralis-parlisipatil akan membuahkan talanan hukum yang otonom
atau responsif. Kecenderungan tatanan hukum yang represif, otonom,
dan responsif ni meminjam konsep Nonet dan Selanick (1978) untuk
perkembangan hukum negara termasuk negara developmentalis seperli
Indonesia. Selelah era reformasi negara-bangsa inimengalami proses
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